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RINGKASAN 
EKSEKUTIF

Indonesia Report tahun 2022 di bidang hukum kali ini mengangkat tentang
Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. TII
mengangkat topik ini berangkat dari Disahkannya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang dilakukan tanpa
partisipasi publik yang bermakna (meaningful partcipation) membuka ruang
terjadinya praktik korupsi legislasi. Untuk itu, dengan menggunakan metode
mixed legal study atau dikenal juga dengan metode yuridis empiris, analisis
kebijakan ini mencoba untuk mengurai permasalahan dalam proses legislasi
yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Presiden dalam
membahas UU Cipta Kerja dan Perubahan Kedua UU P3.

Selain itu, tulisan ini akan mencoba untuk mengulik secara objektif partisipasi
publik dalam proses legislasi kedua undang-undang tersebut. Hasil dari kajian
ini menunjukkan bahwa terdapat potensi terjadinya praktik korupsi legislasi
dalam bentuk state capture dalam pembahasan UU IKN dan UU P3. Oleh karena
itu, DPR RI bersama dengan pemerintah selaku pembentuk undang-undang
harus membuka ruang partisipasi publik secara lebih bermakna (meaningful
participation).
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DAFTAR 
SINGKATAN

AJI                              = Aliansi Jurnalis Independen

APJII                           = Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

ATSI                           = Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia

Baleg                          = Badan Legislasi

DIM                            = Daftar Inventaris Masalah

DPR                            = Dewan Perwakilan Rakyat

ELSAM                       = Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

HRWG                        = Human Rights Working Group

ICJR                            = Institute for Criminal Justice Reform

Kemudi                      = Kelas Muda Digital

OPDP                         = Otoritas Perlindungan Data Pribadi

Panja                          = Panitia kerja

Prolegnas                  = Program Legislasi Nasional

Prolegnas Prioritas  = Program Legislasi Nasional Prioritas

RDPU                         = Rapat Dengar Pendapat Umum

RUU TI                       = Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi

SAFEnet                     = The Southeast Asia Freedom of Expression Network
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PENDAHULUAN
Menurut hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), titik rawan korupsi di
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memang bukan hanya
berkaitan dengan anggaran dan pengawasan, melainkan juga terkait dengan
kewenangan legislasi atau pembentukan undang-undang yang dapat dikatakan
sebagai korupsi legislasi (Rastika, 2013). Praktik korupsi legislasi akan
memengaruhi kualitas suatu produk hukum dan berimplikasi pada
permasalahan pada tahap implementasi. Oleh karena itu, perlu untuk
memerhatikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari
tahap perencanaan hingga pelaksanaannya.

Rapat Panitia Kerja Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022, Senin
(6/12) menyepakati daftar rancangan undang-undang pada Prolegnas Tahun
2020-2024 sebanyak 254 RUU. Sementara itu, jumlah Prolegnas Prioritas Tahun
2022 sebanyak 40 rancangan undang-undang dan memasukkan satu
rancangan undang-undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK), yakni Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (bphn.go.id,
7/12/2021). Namun, masih terdapat beberapa proses pengesahan undang-
undang yang dinilai bermasalah dan membuka ruang praktik korupsi legislasi
dalam proses pembahasannya.

Kembali dibahasnya UU Cipta Kerja setelah disahkan pada 2 November 2020
merupakan buntut dari lahirnya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Putusan MK a quo mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil yang
diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera
Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said (mkri.id, 25/11/2021).

Pada bagian amar putusan, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa
pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, karena yang
bermasalah adalah proses pembahasan hingga pengesahannya, maka MK
memberikan waktu selama dua tahun kepada DPR RI bersama dengan Presiden
selaku pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap UU
Cipta Kerja. Artinya, paling lambat perubahan UU Cipta Kerja disahkan pada 25
November 2023, ketika perubahan tersebut tidak dilakukan, maka undang-
undang a quo dinyatakan inkonstitusional sepenuhnya.
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Setelah hampir satu tahun waktu yang diberikan oleh MK untuk melakukan
perbaikan terhadap UU Cipta Kerja, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI masih belum
memastikan kapan pembahasan revisi UU Cipta Kerja akan dimulai. Wakil Ketua
Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih
menunggu keputusan fraksi di DPR RI untuk memulai pembahasan UU Cipta
Kerja (kontan.co.id, 9/8/2022). Permasalahan kemudian muncul ketika DPR RI
lebih cepat melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

Salah satu materi muatan pokok yang terdapat dalam perubahan UU P3 adalah
pengaturan mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Momentum perubahan undang-undang a quo yang
dilakukan pasca Putusan MK tentang judicial review UU Cipta Kerja dimana
pembentukannya dilakukan dengan menggunakan omnibus legislative
technique dianggap tidak tepat. Perubahan Kedua UU P3 bisa dianggap hanya
untuk melegalkan metode omnibus dan membuat UU Cipta Kerja seakan
konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Padahal, selain
permasalahan dalam metode yang digunakan, pembentukan UU Cipta Kerja
juga minim partisipasi publik dan membuka ruang terjadinya praktik korupsi
legislasi.

Tertutupnya ruang bagi partisipasi publik dalam proses legislasi juga terjadi
dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara (UU IKN). Pembahasan undang-undang a quo dinilai tidak memenuhi
asas keterbukaan (transparency) sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 5 UU P3.
Idealnya pembentukan UU IKN mulai dari proses perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dilakukan
secara transparan kepada publik, sehingga seluruh lapisan masyarakat
mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dan partisipasi
secara langsung (direct participation). Asas keterbukaan merupakan kunci
legitimasi dalam menentukan kualitas substansi sebuah rancangan undang-
undang. Namun, UU IKN hanya dibahas dalam waktu 42 hari dan minim
partisipasi masyarakat (brin.go.id, 4/4/2022).

Merujuk pada proses pembahasan UU IKN yang dipublikasikan melalui situs
milik DPR RI, kita dapat melihat bahwa sejak dimulainya Pembicaraan Tingkat I di
DPR RI pada 9 Desember 2021 hingga disahkan menjadi undang-undang pada
18 Januari 2022, mayoritas rapat dilakukan secara tertutup dan hanya
melibatkan segelintir kelompok masyarakat saja.
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Bahkan, subtansi penting terkait pemindahan ibu kota seperti tata ruang dan
lingkungan masing-masing hanya dilakukan dalam satu kali rapat dengan
pendapat umum antara pakar dengan panitia khusus Rancangan Undang-
Undang tentang Ibu Kota Negara (dpr.go.id, 18/1/2022). Pada akhirnya, UU IKN
turut menjadi objek judicial review di MK.

Menurut para Pemohon, UU IKN cacat secara formil karena tidak sesuai dengan
UUD 1945. Tidak terpenuhinya hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk
mendapatkan penjelasan dalam pembentukan undang-undang a quo
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan
pembentukan undang-undang harus menempatkan prinsip kedaulatan rakyat
sebagai salah satu pilar utama. Selain itu, para pemohon menilai pembentukan
UU IKN tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Putusan MK Nomor
91/PUU-XVIII/2020 terkait partisipasi masyarakat secara bermakna dalam
pembentukan pembentukan undang-undang. Partisipasi yang dimaksud adalah
hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya,
dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan. Tiga hak
ini telah diabaikan oleh DPR RI dalam proses pembentukan undang-undang a
quo (mkri.id, 24/3/2024).

Berdasarkan catatan terkait proses pembentukan UU P3 dan UU IKN, terdapat
kecenderungan proses pembentukan peraturan perundang-undangan
dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik sepanjang tahun 2022.
Permasalahan ini mengindikasikan bahwa terdapat praktik korupsi legislasi
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena
itu, laporan tahunan ini akan menganalisis tentang korupsi legislasi dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini penting
untuk dapat menjadi masukan bagi DPR RI bersama dengan Presiden agar
proses legislasi dapat berjalan dengan lebih terbuka dan meningkatkan
partisipasi publik.
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PERTANYAAN
PENELITIAN

Bagaimana proses legislasi terkait dengan Perubahan Kedua UU P3 dan UU
IKN?
Bagaimana praktik korupsi legislasi dilakukan dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan?

Pertanyaan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagai berikut:
1.

2.
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METODOLOGI
PENELITIAN

Untuk menjawab beberapa persoalan terkait dengan korupsi legislasi dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan, penelitian dalam laporan
tahunan ini menggunakan metode mixed legal study atau dikenal juga dengan
sosio-legal, yaitu kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner atau
normatif dengan metode penelitian hukum empiris (Shidarta, 2009) atau yuridis
sosiologis. Menurut Sunaryati Hartono, dalam penelitian hukum normatif dapat
mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru
(Hartono, 1994).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research) dengan
memperhatikan proses pembahasan UU IKN dan UU P3 dari pelbagai sumber,
seperti pemberitaan media massa dan website resmi DPR RI terkait dengan
potensi terjadinya praktik korupsi legislasi yang menjadi objek penelitian.
Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan konsep (conceptual
approach). Pendekatan konseptual dilakukan ketika penelitian tidak beranjak
dari aturan hukum yang ada.
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KAJIAN LITERATUR
Berdasarkan prinsip negara hukum yaitu pemerintahan diselenggarakan
berdasarkan undang-undang, maka dalam menjalankan suatu pemerintahan
harus mengacu pada produk hukum tertulis yang menjadi pedoman
penyelengaraan negara dan pemerintahan (Purawan, 2014). Pasal 20 ayat (1)
dan (2) memberikan kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR RI,
kemudian proses pembahasan dilakukan secara bersama-sama dengan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Sebagai aturan pelaksana dari
ketentun yang terdapat dalam pasal a quo, maka lahirlah UU P3.

Pasal 19 ayat (2) UU P3 mengharuskan dalam merencanaka pembentukan
sebuah peraturan perundang-undangan maka harus memperhatikan latar
belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan
jangkauan pengaturannya. Penelaahan tersebut juga terdapat dalam tahapan
penyusunan yang usul penyusunan melalui naskah akademik yang memuat
alasan filosofis, yuridis dan empiris yang kemudian akan diharmonisasikan,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang (Purawan,
2014). DPR RI bersama dengan Presiden sebagai pembentuk undang-undang
juga harus melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan subtansi dan
klausul suatu produk hukum agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan
pada proses pembahasan maupun pertentangan dengan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Mekanisme peninjauan sebuah rancangan undang-undang yang dilakukan oleh
DPR RI bersama dengan Presiden kemudian juga terdapat kewenangan untuk
melakukan pengujian undang-undang (judicial review) yang dimiliki oleh MK
merupakan bentuk kesadaran bahwa sebuah produk hukum bisa bermasalah,
baik itu dalam proses pembentukannya maupun muatan isinya. Hal tersebut
bertujuan agar sebuah produk hukum dibentuk dengan memperhatikan
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 UU P3 yang menjelaskan tentang asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan
tujuan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Meskipun kekuasaan pembentukan undang-undang telah berubah dari
executive heavy menjadi seimbang karena adanya fungsi legislasi DPR RI,
nyatanya tidak menjamin bahwa produk undang-undang selalu berpihak dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi legislasi DPR RI menjadi hal yang
paling disoroti, karena dianggap belum maksimal memberikan kontribusi
sebanding dengan pengeluaran anggaran negara di sektor tersebut.
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Masih terdapat produk undang-undang yang disahkan menimbulkan
permasalahan di berbagai aspek antara lain, banyak undang-undang yang
sesungguhnya tak terlalu dibutuhkan masyarakat, kualitas produknya tidak
memadai, masih banyak undang-undang yang bertentangan satu sama lain,
tidak terintegrasi dengan baik sejak awal, dan undang-undang mengenai
kepentingan publik secara luas seringkali menimbulkan masalah (Anggono,
2014).

Berdasarkan pada bentuknya, World Bank mengklasifikasikan korupsi menjadi
dua bentuk, yaitu administrative corruption dan state capture. Administrative
corruption adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghambat
pelaksanaan kebijakan, keputusan, atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sementara itu,
state capture mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau korporasi baik di
sektor publik dan swasta untuk memengaruhi proses perumusan pembentukan
peraturan perundang-undangan, keputusan, atau kebijakan pemerintah untuk
kepentingan individu, kelompok, atau korporasi. Korupsi legislasi pada proses
pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan ke dalam
state capture (World Bank, 2020).



Proses Legislasi Perubahan Kedua UU P3
Tidak membutuhkan waktu panjang pembahasan rancangan undang-undang
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akhirnya resmi disetujui
menjadi undang-undang. Meskipun keputusan itu diambil tak bulat dalam rapat
paripurna di komplek Gedung Parlemen, namun mayoritas fraksi memberi
persetujuan. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang belum
memberi persetujuan RUU P3 diambil keputusan dalam tingkat II
(hukumonline.com, 24/5/2022). Proses pembahasan Perubahan Kedua UU P3
pada dasarnya tidak memantik terlalu banyak perdebatan, terutama terkait
dengan muatan isi yang mengatur tentang omnibus legislative technique.

Perubahan kedua terhadap UU P3 merupakan tindak lanjut dari Putusan MK
Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memiliki
masalah dalam proses pembentukannya dan dinyatakan inkonstitusional
bersyarat. Mahkamah memberikan waktu selama dua tahun kepada DPR RI
bersama dengan pemerintah selaku pembentuk undang-undang agar
melakukan perbaikan terhadap proses pembahasan UU Cipta Kerja. Meskipun
bagian ini akan membahas tentang perubahan kedua UU P3, namun juga akan
terdapat pembahasan terkait dengan dinamika judicial review UU Cipta Kerja.
Karena harus dipahami bahwa perubahan terhadap undang-undang a quo
dipantik oleh putusan MK tersebut.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mendorong agar proses pembahasan
sebuah rancangan undang-undang harus dilakukan secara terbuka dan
melibatkan partisipasi publik. Mahkamah menilai bahwa proses legislasi UU
Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara, metode, serta sistematika pembentukan
undang-undang. Pada proses pembahasannya, juga terjadi perubahan
penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden.
Padahal, hal tersebut merupakan hal yang dilarang karena akan membuka
ruang terjadinya praktik korupsi legislasi dengan melalui penyelundupan pasal
tersentu. Proses pembahasan UU Cipta Kerja merupakan contoh tidak
diterapkannya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik. Berdasarkan pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa
pembentukan UU Cipta Kerja cacat formil.
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https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-jadi-uu--ini-20-poin-perubahan-uu-pembentukan-peraturan-lt628c9c89947e6/


Kesimpulan Mahkamahan juga diperkuat dengan temuannya berupa kesalahan
dalam pengutipan beberapa rujukan di dalam UU Cipta Kerja. Dengan demikian,
hal ini membuktikan telah ada kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal
sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” yang
menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi
persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika,
pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti,
sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.

Berdasarkan persoalan tersebut, pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah
juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk
dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan
menggunakan omnibus legislative technique yang mempunyai sifat kekhususan
tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk
tersebut UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode
yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan
undang-undang, sebagaimana amanat UU P3, khususnya berkenaan dengan
asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan
lebih bermakna.

Landasan hukum yang dimaksudkan oleh MK dalam pertimbangan hukum
putusan a quo adalah dengan melakukan perubahan terhadap UU P3. Secara
tidak langsung, Mahkamah memerintahkan DPR RI bersama dengan Presiden
untuk mengubah dua regulasi hukum dalam waktu dua tahun. Padahal, terkait
dengan omnibus legislative technique saja membutuhkan kajian yang mendalam
sebelum diimplementasikan dalam pembentukan undang-undang seperti UU
Cipta Kerja.

Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah
memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk undang-undang
melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU Cipta Kerja selama dua
tahun sejak putusan a quo diucapkan. Apabila dalam waktu dua tahun, UU Cipta
Kerja tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap
undang-undang a quo berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara
permanen. Tenggat waktu selama dua tahun untuk melakukan perbaikan
terhadap UU Cipta Kerja membuat pembentuk undang-undang bekerja secara
terburu-buru.
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Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perintah Mahkamah untuk
melegalkan metode perubahan undang-undang melalui omnibus legislative
technique membuat UU P3 dibahas dalam waktu yang terhitung singkat. Melalui
catatan Program Legislasi Nasional terkait pembahasan RUU tentang
Perubahan Kedua atas UU P3 yang diakses melalui website dpr.go.id, maka
proses pembahasan undang-undang a quo dapat dilihat melalui tabel berikut
ini.

Tabel 3. 1. Alur Pembahasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan






13

https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276


Melihat rentang waktu pembahasan Perubahan Kedua UU P3, dapat dilihat
bahwa waktu yang dihabiskan dari proses pengusulan hingga pengundangan
hanya memakan waktu selama empat bulan. Proses waktu pembahasan yang
singkat ini dapat menimbulkan masalah seperti tertutupnya ruang partisipasi
publik, serta muatan isi yang dibuat tanpa melalui kajian dan analisis yang
komprehensif. 

Selain itu, tidak semua materi pembahasan seperti laporan singkat atau risalah
rapat pada proses pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat II yang seharusnya
dapat diakses melalui website dpr.go.id. Hal ini sebenarnya telah melanggar
ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 5 UU P3 yang mengisyaratkan bahwa
dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan memenuhi
beberapa asas pembentukan, dan salah satunya adalah asas keterbukaan.
Sulitnya masyarakat dalam mengakses proses legislasi Perubahan Kedua UU P3,
maka hal tersebut berimplikasi pada minimnya proses partisipasi publik selama
pembahasan berlangsung.

Sebanyak enam kali pertemuan untuk membahas Perubahan Kedua UU P3
yang berlangsung dari 7 April 2022-13 April 2022 pada Pembicaraan Tingkat I,
pembahasan hanya dihadiri oleh kalangan terbatas dari sembilan fraksi di DPR
RI dan perwakilan dari pemerintah, seperti Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), dan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri). Tidak terdapat catatan masyarakat dilibatkan dalam
proses pembahasan muatan isi rancangan undang-undang a quo.

Publikasi di website DPR RI hanya menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam
memberikan aspirasinya pada proses Perubahan Kedua UU P3 hanya dilakukan
dalam uji publik naskah akademik undang-undang a quo yang diselenggarakan
oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Uji publik dilakukan di tujuh
daerah, seperti Yogyakarta, Surabaya, hingga Makassar, dengan melibatkan
universitas setempat (dpr.go.id, 3/2/2022). Padahal idealnya, ruang bagi
partisipasi masyarakat harus terus dibuka hingga sebelum dilakukannya
Pembicaraan Tingkat II. Selain itu, kajian mendalam terhadap metode omnibus
legislative technique tidak akan bisa dilakukan hanya dengan melalui uji publik
naskah akademik Perubahan Kedua UU P3 di beberapa universitas saja.
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Proses Legislasi Pembentukan UU IKN
Perjalanan UU IKN sebelum menjadi undang-undang dimulai pada pada hari
Rabu siang, 29 September 2021. Pada hari itu, DPR RI telah menerima surat
presiden (Surpres) mengenai permintaan untuk melakukan pembahasan
terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
Surpres diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa
kepada pimpinan DPR RI. Selanjutnya, pada 3 November 2021 rancangan
regulasi RUU IKN secara resmi mulai dibahas dalam rapat Badan Musyawarah
(Bamus) DPR RI dan menugaskan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk
melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut.
Kemudian, pada Rapat Paripurna 7 Desember 2021 ditetapkan pimpinan dan
keanggotaan Pansus RUU IKN. Jumlah awalnya 56 orang dan dipangkas menjadi
30 sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) (merdeka.com, 20/1/2022).
 
Sebelum reses, Pansus RUU IKN di DPR RI sudah membentuk panitia kerja
(Panja) untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). Panja RUU IKN juga
telah menggelar rapat sebanyak tiga kali yaitu pada 13, 14, serta 15 Desember
2021. Pada 17 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022 DPR RI memasuki masa
reses. Pembahasan RUU IKN di tunda sementara. Pada hari Minggu 2 Januari
hingga Rabu 5 Januari, Pansus RUU IKN melakukan studi banding ke beberapa
tempat di dalam dan luar negeri terkait dengan pembangunan ibu kota negara
baru. Setidaknya ada tiga anggota dewan mengikuti kunjung kerja ke
Kazakhstan pada awal tahun 2022 atas undangan pihak Badan Perencanaan
dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada 17 Januari 2022, Pansus
menggelar rapat hingga hari Selasa, 18 Januari 2022 dini hari. Pansus telah
menyepakati Ibu Kota Negara diberi nama Nusantara yang selanjutnya berganti
menjadi Ibu Kota Nusantara (merdeka.com, 20/1/2022).
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Pada hari Selasa, 18 Januari 2022 Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyetujui pengesahan Rancangan
Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Dalam pembicaraan
tingkat II tersebut, seluruh Fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya
terhadap RUU IKN untuk menjadi undang-undang. Sebelumnya, Ketua Pansus
RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan RUU IKN secara resmi mulai
dibahas oleh Pansus IKN pada masa persidangan II tahun sidang 2021-2022
tepatnya pada 7 Desember 2021 dengan melaksanakan rapat kerja dengan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri
Keuangan, Menteri ATR BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan
HAM. Selanjutnya, Doli mengatakan dalam pembicaraan tingkat I pada rapat
kerja bersama pemerintah pada 18 Januari 2022, telah disepakati bahwa Ibu
Kota Negara diberi nama 'Nusantara' (dpr.go.id, 18/1/2022).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, dalam rapat kerja pembicaraan tingkat I
tersebut, delapan fraksi, serta Komite I DPD RI menyatakan menerima hasil
pembahasan RUU tentang IKN dan melanjutkan pembahasan selanjutnya pada
pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.
Ke-delapan fraksi tersebut adalah Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi
Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi
PPP. Sementara itu, Fraksi PKS, tambah Doli, menolak hasil pembahasan
mengenai RUU IKN dan menyerahkan pengambilan keputusannya pada
pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI (dpr.go.id, 18/1/2022).

Pembahasan pemindahan Ibu Kota Negara di DPR RI juga sangat cepat. Setelah
tertunda karena pandemi, RUU Ibu Kota Negara dibahas di DPR RI dalam
Pembicaraan Tingkat I sejak 9 Desember 2021 hingga disahkan 18 Januari 2022
hanya membutuhkan waktu selama 45 hari. Melihat dari daftar agenda
pembahasan yang telah dipaparkan pada tabel di atas, kita dapat melihat
bahwa terdapat serangkaian diskusi yang dilakukan oleh panitia khusus dengan
akademisi di beberapa kampus, mengunjungi lokasi yang akan dijadikan sebagai
ibu kota negara yang baru, hingga melakukan audiensi bersama dengan
organisasi masyarakat lokal. Pada hitungan kasar, seharusnya rangkaian
kegiatan tersebut harus dijalankan dalam waktu beberapa bulan hingga
beberapa tahun untuk mendapatkan gambaran utuh terkait dengan rencana
melakukan pemindahan ibu kota negara.
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Pelibatan masyarakat Kalimantan Timur berdasarkan laporan singkat Pansus
RUU IKN hanya diwakilkan oleh Forum Dayak Bersatu (FDB) yang merupakan
organisasi masyarakat yang mengakomodir seluruh komunitas Dayak se-
Kalimantan. Organisasi masyarakat ini mengklaim bahwa seluruh masyarakat
adat Kalimantan memberikan dukungan penuh atas rencana untuk melakukan
pemindahan ibu kota negara ke dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur.
Seharusnya, Pansus RUU IKN tidak hanya melakukan audiensi dengan kelompok
terbatas jika ingin mendapatkan pandangan dan pertimbangan yang utuh untuk
dapat melakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Terkait dengan pernyataan bahwa pembahasan UU IKN sebelum disahkan
minim partisipasi publik dipatahkan oleh Putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022
yang menolak permohonan pengujian formil dan materiil UU IKN yang diajukan
oleh akademisi Azyumardi Azra dan dua puluh pemohon individual lainnya.
Ketika kita lihat secara kasat mata melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Pansus dan Panja UU IKN, maka memang terdapat partisipasi publik
dengan melibatkan akademisi, kelompok masyarakat adat, hingga pakar dari
pelbagai disiplin ilmu. Namun, ketika melihat jarak waktu antar pembahasan,
maka kita dapat meragukan hasil pembahasan yang dilakukan. Contohnya
adalah audiensi dengan perwakilan masyarakat adat Dayak di Kalimantan yang
hanya dilakukan dalam satu hari dan hanya satu kali pertemuan.

Pada uji formil dan materil dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022, para
pemohon mendalilkan proses pembentukan UU IKN tidak terpenuhi hak untuk
dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan
atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Menanggapi
dalil tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra yang membacakan pertimbangan
hukum, menyampaikan berdasarkan keterangan DPR RI yang terungkap dalam
persidangan, bahwa dalam pembentukan UU IKN, DPR RI dalam upaya
memudahkan masyarakat memberikan masukan telah membuka akses kepada
masyarakat untuk mendapatkan Naskah Akademik dan RUU IKN sebagaimana
diperintahkan oleh Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) (mkri.id,
20/7/2022).
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Persoalan partisipasi publik pada dasarnya bukan hanya pelibatan para pihak
terkait untuk ikut melakukan pembahasan sebuah undang-undang pada proses
legislasi. Selain mampu menjangkau lebih banyak pihak dalam memberikan
masukan, pandangan, hingga arah muatan isi rancangan undang-undang,
partisipasi publik juga harus bermakna dengan memerhatikan rangkaian proses
diskusi, pembahasan, dan audiensi agar subtansi yang diinginkan dapat
disesuaikan dengan tujuan dari pembentukan suatu undang-undang.
Kenyataan tersebut mengejutkan banyak orang karena selama ini locus korupsi
lebih sering terjadi pada fungsi anggaran.

Praktik Korupsi Legislasi Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
Sejalan dengan bergesernya kekuasaan membentuk undang-undang dari
Presiden ke DPR RI, penyimpangan kewenangan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan nampaknya juga ikut bergeser dari eksekutif ke legislatif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya dalam suatu studi mengenai
korupsi di DPR RI menengarai bahwa korupsi di lembaga legislatif tidak hanya
terjadi pada fungsi anggaran dan pengawasan, namun terjadi pula dalam fungsi
legislasi (kpk.go.id, 1/10/2022). Kesimpulan ini baru didapatkan karena secara
kasat mata suatu tindak pidana korupsi jamaknya terkait dengan korupsi
anggaran maupun penyalahgunaan kewenangan.

Dalam kajian mengenai korupsi di negara-negara bekas komunis di Eropa Timur
dan Asia Tengah, World Bank membagi tipe korupsi menjadi dua, yaitu
administrative corruption dan state capture (World Bank, 2000). Administrative
corruption meliputi tindakan kesengajaan untuk menghambat pelaksanaan
kebijakan, keputusan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sementara itu, state capture
mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau korporasi baik di sektor publik
dan swasta untuk memengaruhi pembentukan perundang-undangan,
keputusan, atau kebijakan pemerintah untuk keuntungan individu, kelompok,
atau korporasi tersebut. Administrative corruption terjadi dalam konteks
implementasi kebijakan, keputusan, atau ketentuan peraturan perundang-
undangan, sedangkan state capture terjadi dalam perumusan kebijakan,
keputusan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan (Purawan, 2014).
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Korupsi yang terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
dapat dimasukkan dalam pengertian state capture. Dalam state capture, terdapat
dua aktor yang bermain, yakni kelompok kepentingan dan pembentuk undang-
undang. Kelompok kepentingan memiliki misi mendorong peraturan
perundang-undangan yang disusun agar mengarah pada bentuk-bentuk
perilaku monopolistik, sehingga dapat menghasilkan keuntungan sebanyak-
banyaknya (supernormal profit) dan mempertahankan market power-nya. Di sisi
lain, pembentuk undang-undang mengharapkan uang atau prospek
keuntungan pribadi lainnya dari kelompok kepentingan tersebut sebagai
imbalan atas “jasa” yang telah dilakukan. Dibandingkan dengan administrative
corruption, korupsi legislasi memiliki efek merusak yang lebih besar karena
dapat berdampak pada distorsi pengaturan yang menyebabkan eksternalitas
negatif bagi masyarakat secara keseluruhan (Purawan, 2014).

Permasalahannya terletak pada ketiadaan peraturan perundang-undangan
yang secara tegas melarang dan memberikan ancaman sanksi terhadap pelaku
yang melakukan praktik korupsi legislasi. Selain sulitnya mengancam individu
maupun kelompok yang diduga melakukan praktik korupsi legislasi dengan
menggunakan ketentuan dalam hukum pidana, proses pembuktiannya pun sulit
untuk dilakukan. Pada akhirnya, larangan untuk melakukan praktik korupsi
legislasi ini hanya menjadi etika moral bagi pembentuk undang-undang.

Melihat rentang waktu pembahasan Perubahan Kedua UU P3, dapat dilihat
bahwa waktu yang dihabiskan dari proses pengusulan hingga pengundangan
hanya memakan waktu selama empat bulan. Proses waktu pembahasan yang
singkat ini dapat menimbulkan masalah seperti tertutupnya ruang partisipasi
publik, serta muatan isi yang dibuat tanpa melalui kajian dan analisis yang
komprehensif. Padahal, pengaturan terkait metode perubahan undang-undang
dengan menggunakan omnibus legislative technique seharusnya dikaji secara
mendalam karena akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap
proses legislasi dan bentuk produk hukum yang dilahirkan.

Dikarenakan sifat pembahasannya cepat dan banyak substansi yang diatur dari
pelbagai aspek, omnibus legislative technique dikhawatirkan akan
mengenyampingkan pedoman tata cara pembentukan peraturan perundang-
undangan yang demokratis, yaitu mempersempit keterbukaan partisipasi
masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Waktu pembuatan
undang-undang yang singkat, rentan mengalami uji materiil karena sifatnya yang
cenderung tidak memerhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses
pembentukannya. Persoalan terkait minimnya partisipasi publik dalam
pembahasan Perubahan Kedua UU P3 juga terjadi pada proses legislasi UU IKN.
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Pelibatan masyarakat Kalimantan Timur berdasarkan laporan singkat Pansus
RUU IKN hanya diwakilkan oleh Forum Dayak Bersatu (FDB) yang merupakan
organisasi masyarakat yang mengakomodir seluruh komunitas Dayak se-
Kalimantan. Organisasi masyarakat ini mengklaim bahwa seluruh masyarakat
adat Kalimantan memberikan dukungan penuh atas rencana untuk melakukan
pemindahan ibu kota negara ke dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur.
Seharusnya, Pansus RUU IKN tidak hanya melakukan audiensi dengan kelompok
terbatas jika ingin mendapatkan pandangan dan pertimbangan yang utuh untuk
dapat melakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. 

Terkait dengan dua objek produk hukum yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu
proses legislasi UU P3 dan UU IKN, maka kita dapat melihat beberapa
kejanggalan dan mengakibatkan terjadinya praktik state capture. Namun,
permasalahannya hanya terdapat beberapa mekanisme evaluasi yang dapat
digunakan untuk mengatasi persoalan ini, yaitu melalui legislative review yang
dilakukan oleh DPR RI dan judicial review yang dilakukan oleh MK.
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KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi praktik
korupsi legislasi berupa state capture dalam pembahasan UU P3 dan UU IKN.
State capture mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau korporasi baik
di sektor publik dan swasta untuk memengaruhi proses perumusan
pembentukan perasturan perundang-undangan, keputusan, atau kebijakan
pemerintah untuk kepentingan individu, kelompok, atau korporasi. Salah
satu indikatornya adalah pada saat pembahasan sebuah produk hukum,
ruang partisipasi publik sengaja untuk dibatasi atau bahkan ditutup
sepenuhnya. Hal tersebut bertujuan agar rancangan undang-undang
tersebut dapat segera disahkan, padahal produk hukum tersebut bukan
bukan termasuk dalam daftar prioritas untuk dibahas.

Permasalahannya terletak pada ketiadaan peraturan perundang-undangan
yang secara tegas melarang dan memberikan ancaman sanksi terhadap
pelaku yang melakukan praktik korupsi legislasi. Selain sulitnya mengancam
individu maupun kelompok yang diduga melakukan praktik korupsi legislasi
dengan menggunakan ketentuan dalam hukum pidana, proses
pembuktiannya pun sulit untuk dilakukan. Pada akhirnya,  larangan untuk
melakukan praktik korupsi legislasi ini hanya menjadi etika moral bagi
pembentuk undang-undang.
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REKOMENDASI
Terdapat dua rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh DPR RI bersama
dengan pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk mengatasi
indikasi terjadinya praktik korupsi legislasi dalam bentuk state capture. Pertama,
DPR RI bersama dengan pemerintah selaku pembentuk undang-undang harus
membuka ruang partisipasi publik secara lebih bermakna (meaningful
participation). Masukan yang diberikan oleh publik terhadap suatu rancangan
undang-undang—baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui
website DPR RI—harus dibahas dalam proses legislasi. Hal tersebut juga harus
dibuktikan melalui laporan yang tertuang dalam laporan singkat pembahasan
yang kemudian diunggah melalui website DPR RI.

Kedua, pembentuk undang-undang harus menjalankan Putusan MK 91/PUU-
XVIII/2020 yang menegaskan bahwa selain menggunakan aturan legal formal
berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan
secara bermakna (meaningful participation), sehingga tercipta/terwujud
partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi
masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat,
yaitu: 1) hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); 2) hak untuk
dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan 3) hak untuk
mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to
be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok
masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern)
terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
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